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TENTANG

A OPER 0
TER POSYAND
READE | PESISIR SELATAN

ASIONAL POS PELAYANAN

KECAMATAN SUTERA KABUPATEN

Menimbang @ a.

Mengingat @ 1.

CAMAT SUTERA,

Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan,
fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan
Pos Peclayanan Terpadu, perlu

fungsi dan kincrja
kelompok Kerja Pos

dilakukan pembentukan
Pelayanan Terpadu.

Bahwa kelompok Kerja Operasional Po
disebut Pokjanal Posyandu
ngsinya mempunyai

syandu yang
selanjutnya adalah
kelompok kerja yang tugas dan fu
dalam pembinaan penyelenggaraan/

keterkaitan
berkedudukan di

pengelolaan Posyandu yang

Kecamatan.

bahwa berdasarkan pertimbangan
f a dan huruf b, perlu ditetapkan

sebagaimana

dimaksud pada huru

dengan Keputusan Camat Sutera;

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Otonom Kabupaten Dalam

Pembentukan Daerah
Sumatera Tengah

Lingkungan Daerah  Propinsi
publik Indonesia Tahun 1956

(Lembaran Negara Re
undang Drt. Nomor 21

Nomor 25) Jis Undang -
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun
) Jo Undang - undang Nomor

Tahun 1957 Nomor 77
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-

58 Tahun 1058 (L(‘rnbil!’-’ln Negara Republik
Indonesia Tahut 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negord RUPUblikl”d“”csm Nomor 1643);

2. Undang — undang Nomor ¢ Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular
1984 Nomor 20, Tambahan

(Lecmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun
Lembaran Negard RCPUb“k Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor {7 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negard (1,cmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara chublik [ndoncsia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor

Sumber Daya Air (Lemb
2004 Nomor 32, Tambahan

7 Tahun 2004 tentang
aran Negara Republik
Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor

Pemeriksaan pengelolaan
(Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

15 Tahun 2004 tentang
dan Tanggung Jawab

Keuangan  Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang =

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas
2004 tentang Peme

Republik Indonesia Tahun
publik Indonesia Nomor 4844);

Lembaran Negara Re
3 Tahun 2004 tentang

rintahan Daerah (Lembaran Negara
2008 Nomor 59, Tambahan

7. Undang - undang NomoOT 3

Perimbangar Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

BN
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Tahun 2004 Nomor 126,

Republik Ind(mcsiz.x
Tambahan Lembara? Negara Republik  Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negard Republik Indoncsia  Tahun 2009

' an Lembaran Ncegara Republik
tentang

Nomor 140, Tambah
5059);
36 Tahun 2009

Indonesia Nomor
Negara Republik Indonesia

Undang — undang Nomor
Keschatan (Lembaran
4, Tambahan Lecmbaran Ncgara

Tahun 2009 Nomor 14
mor 5063);
1 Tahun 2011 tentang

. Republik Indoncsia NO
10. Undang - undang Nomor
Perumahan dan Kawasan pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Republik Indonesia

Tambahan Lembar

an Negara
Nomor 23 Tahun 2014 tentang

(Lembaran Negara
244, T ambahan

Nomor 5188);
Undang — undang
Republik

Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2014 Nomor
lik Indonesia Nomor 5587)

Lembaran Negara Repub
" sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
' dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
donesia Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik In
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
ntah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
nyakit (Lembaran Negara

11.

Peraturan Pemeri
anggulangan Wabah Pe
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan

gara Republik Indonesia Nomor 3447;
6 Tahun 2005 tentang

12.
Pen

Lembaran Ne
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1
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‘nycdiaz Aj i
PCnucnﬂ)nng:.m system Peny an' Air  Minum
(Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Xmbaran Ncgalt

Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4490);
Nomor 58 Tahun 2005 tentang

14. Peraturan Pemerintah

Pengelolaan  Keuangan D
Republik Indonesia Tahun! 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republi
mor 72 Tahun 2005 tentang

acrah (Lembaran Negara

k Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah NO

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- o

2005 Nomor 158, Tambahan

’ Republik Indonesia Nomor 4587);
Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Republik Indonesia

Lembaran  Negara

16. Peraturan Pemerintah

Kelurahan (Lembaran Ncgara

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan — Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4588);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

18. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor

1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan
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B ool

perinh Tertingpal;

Perel e y pi
Tdesaan Hehat Nomor 3 Tahun 2014

01 s ha it
Pey i BEE
Taturan Menle ; .
hnsis Magsyarakal;
(entang, Sanitam Totul Bort? i N 80 Tahun
) ¢ er omor an
22, Perat Menter palam Neper!
) Cri i cnie
wuran produk  Hukum Dacrinh;

’uml)(rnlt,llmn

2015 tentang | . g
lentang Republik  Indonesia

23, . s (:nl(,‘l‘i # '
Keputusan M /q[(/X/’)'(”O tentang Pedoman

Nomor I.‘SQ‘)/Mcnl(ch ’ |
dan Kelurahan  siaga

‘ Desi
Umum l’cngcml):mﬂd“
alktif: | N
24. Peral Menleri Keschatan Nomor
24. Peraturan nle
e entang Standar Pelayanan
2006 entang
Q 741 /Menkes/Per/VII/2
Minimal (SPM) Bidang Keschatan di Kabupaten dan
nimal (S ¢
Kota; .
Kabupaten pesisir Sclatan Nomor |
<

25. Peraturan Daerah
Tahun 2008

tentang Penctapan  Urusan
Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Yang
.«iair Sclatan;
Pemerintah Kabupaten Pesisit Sclat

MEMUTUSKAN :

Pembentukan kelompok kerja operasional Posyandu

Menetapkan
KESATU . Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir ~ Selatan,
. sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Camat ini.
KEDUA . Tim Pokja Posyandu Kecamatan Sutera Kabupaten

Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu, mempunyai tugas :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang

berkaitan dengan  kegiatan Posyandu di

Kecamatan

2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan

mengupayakan adanya ~ sumber - sumber
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untuk moendulkung, lepintinn

pendanaan
|?n:;\':uulll.

pembinaan

3. Melakul analisis masnlah pelaleasnnnnn
3. Mclakukan ¢
l,m-(lxl-“'-""“i“‘ alternntit pemecanhan

prngr:un .
(i dengan potensi dan kebutuhan

masalah sesul
kecamatan.
bimbingail, pembinaan,  fasilitan,

4. Mclakukan
terhadap penpelolaan

. si
pemantauan, dan cvalun
kegiatan dan kinerja kader posyandu  sceara

K ladle -
berkesinambungan.
an mengembangkan  partisipasi

5. Mcnggerakkan d
an swadaya masyarakat dalam

gotong royong d
mengembangkan posyandu.

i

6. Mengembangkan kegiatan lain  scesuai dengan

kebutuhan.
Meclaporkan hasil pclaksanaan kegiatan kepada

Camat Sutera dan Kectua Pokjanal Posyandu

Kabupaten Pesisir Sclatan.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

KETIGA
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Camat Sutera pada Tahun Anggaran
berjalan melalui Dana Kecamatan atau Sumber lain

yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di : Surantih

Padatanggal : Maret 2017
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SUBUNAN KISLOMPPOE KISRIA - 1OGYANDU

KISClEMAD
M/\'/\N :'\l)|'|,‘|‘./\ l\/\l“”'/\’”"N |’|',:'n|"n||' SICLATAN

Ketun

Sekretariy . HARRYN MASRIZAL,

“(‘IN[;

II.

III.

CAKPAL RIZONLY
BKM

thara CSEENT IDRA JUITABE

UNIT PELAYANAN :
Ketua . Dr. REFNI
Sekretariy . SUHARTI
Anggota ;

I. HIENNYIL )

2. LI SURYAN] 4. SIVIA ANDRIANI
3. YULIKTSIH 5. TEDDY

UNIT INFORMASI POSYANDU !
: HERMAWATI

Ketua
Sekretaris . YULAFRIANTI
Anggota :

4. RISNALITA

1. YULIANI, S.Pd
2. YULNI MALINDA

3. DEWI

5. EVARIANI, S.Pd

UNIT KELEMBAGAAN :
Ketua . ARDINAL,M.Pd

Sekretaris : IWAL, S.Pt

Anggota :
1. SUPRIAL 4. KAMIL

2. SARIFUDDIN Rj BINTANG 5. ENGLA PUSPERTA

3. GUSMANETI
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